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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejarah peradaban Aceh begitu panjang, penuh &kutichbul tenggelam.
Sejarah pernah mencatat bagaimana kegemilangaja&erdceh pada masa
pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sejarah juga caten bagaimana
kegemilangan itu berangsur angsur pudar dan kemnili@ng dalam hiruk pikuk
konflik yang berkepanjangan. Aceherupakan daerah yang mempunyai sumber
daya alam yang memadai dan merupakan salah satahddeIndonesia yang
sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaanatidsi. Dilihat dari konteks
sejarah, status Pemerintahan Aceh sudah mengalelb@rdpa perubahan dari
keresidenan sampai lahirnya Nanggroe Aceh Daams@NAD).

Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerint@baim sangatlah
unik untuk dikaji karena terjadi suatu pasang swwuwditu hubungan. Presiden
Soeharto pada tahun 1989 menyatakan Aceh sebagaalD®tonomi Militer
(DOM) yang menyebabkan hubungan pemerintahan pasapemerintahan Aceh
menjadi agak renggang. Setelah DOM dicabut tanggaustus 1998. Gejolak
politik di Aceh tetap masih terjadi. Pemerintahaisadt mengeluarkan sebuah UU
Nomor 44 Tahun 1999 vyaitu UU Tentang Penyelenggarkaistimewaan
Provinsi Daerah Istimewa Aceh. UU No. 44 Tahun 1B89%9nerupakan Undang-

undang yang menegaskan kembali status keistimewaah setelah diberikan
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status keistimewaaan seperti yang tertuang di d&laputusan Perdana Menteri
Indonesia No. 1/MISSI/1959 yang menetapkan daevediteftra Tingkat | Aceh
sejak 16 Mei 1959 menjadi Daerah Istimewa Aceh.

Pada tahun 2001 masa Presiden Abdurahman Wahid D@ads yang
menggantikan B.J. Habibie melakukan suatu upayakumienyelesaikan konflik
Aceh yang telah lama terjadi dengan cara mengunjiBanda Aceh dan
menawarkan otonomi seluas-luasnya, menerapkarasyslam dan bagi hasil dan
pendapatan eksploitasi minyak dan gas bumi kepadeaad Aceh. Upaya yang
dilakukan oleh Presiden Abdurahman Wahid disetaggara bulat oleh DPR.
Otonomi khusus ini tertuang dalam UU Nomor 18 TaBR0A1 tentang Otonomi
Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Proviasigyroe Aceh Darussalam
yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoguffakarta pada tanggal 21
November 2001 (Kaliwarang, 2008 :159).

Dinamika hubungan pemerintahan pusat dan pemeaintataerah
khususnya Pemerintahan Aceh pada masa pada 1989%a6@at menarik untuk
peneliti tulis menjadi sebuah skripsi karena pexiddi terdapat empat Kkali
pergantian Presiden di Negara Kesatuan Republiknesia (NKRI). Presiden
yang menjabat pada masa 1999-2006 adalah B.J. idaBibdurahman Wahid,
Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoydfeempat presiden
tersebut melakukan pendekatan-pendekatan berbedaysng menarik untuk
peneliti kaji menanggapi gejolak yang terjadi ‘ihnah rencong” tersebut.

Apabila tidak diteliti, generasi yang akan datampk mengetahui bagaimana
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proses dinamika di Aceh selama periode 1999-20@GhgBn diteliti dinamika
yang terjadi pada masa 1999-2006 di Aceh ini, akaemiliki manfaat
berhubungan dengan proses terjadinya dinamika dvii&i paling barat di
Indonesia, sehingga tidak hilangnya catatan sejaceh pada masa 1999-2006 di
masa yang akan datang.

Pada masa 1999-2006 banyak peristiwa penting yaergpbmat peneliti
tertarik dalam menulis skripsi ini yaitu pada pdeani Aceh memiliki undang-
undang sendiri yaitu Undang-undang Nomor 11 tald@62entang Pemerintahan
Aceh (UU-PA) yang menyebabkan adanya dua undadgaghyang berlaku di
Aceh. Pada masa ini juga terdapat banyak kejademirng antara lain Aceh
dijadikan sebagai Darurat Militer kemudian digamtenjadi Darurat Sipil dan
kemudian diganti menjadi Tertib Sipil. Selain itengliti ingin mengetahui alasan
gagalnya perundingan antara GAM dan PemerintahagaRd) diprakasai oleh
Henry Dunant CentréHDC) seperti gagalnyperjanjian penghentian permusuhan
(Cessation of Hostilities Agreemeatau CoHA) sampai munculnya keterlibatan
organisasi Crisis Management InisiativCMI) pimpinan mantan presiden
Finlandia Martti Ahtisaari yang melahirkanMemorandum of Understanding
(MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Perlunya diteliti agar kita mengetahui bagaimanadpagan masyarakat
Aceh menuntut diberikan hak-hak istimewa serta ivag@aa reaksi atau respon
pemerintahan terhadap tuntutan tersebut dan memm@aparintahan pusat seolah

olah mencurigai Aceh ingin melepaskan diri dari NKRerlu juga diteliti
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mengapa tuntutan Aceh dijawab dengan senjata.nSélaiperlunya ditelaah

bagaimana kondisi masyarakat pada saat pergast@ins melalui undang-

undang itu akan disahkan serta pengaruhnya terhkdhplupan masyarakat
Aceh. Suatu keputusan yang diambil oleh pemerintapusat kepada

pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan danmldesan masyarakat daerah
tersebut. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahwegngenai kondisi masyarakat
Aceh pada tahun 1999-2006 yang mempengaruhi kelnijplemerintahan pusat
terhadap pemerintahan Aceh.

Pada masa ini perubahan status daerah Aceh telgantieberulang kali.
Perubahan bentuk pemerintahan dan terjadinya sliiaéumika yang sangat unik
cukup memperkuat perlunya dilakukan penelitian.nRaalahan tersebut akan
menarik untuk kita bahas bagaimana hubungan AcebasiePemerintahan Pusat
(Jakarta). Hal ini juga akan berhubungan dengtamotype masyarakat Aceh
terhadap orang luar Aceh (baca : Jawa) sehingga aklgirnya dijawab dengan
berbagai cara oleh pemerintahan pusat salah satpeyasi militer di Aceh.

Dari uraian di atas peneliti merasa tertarik unto@ngkaji lebih lanjut
mengenai sejarah hubungan pemerintahan pusat daeripgahan Aceh dari
mulai tahun 1999 sampai dengan 2006. Dasar pemikiénagebut, peneliti ingin
meneliti mengenai Dinamika Hubungan PemerintahasatfPdan Pemerintahan
Daerah: “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial,itiRoldan Keamanan
Masyarakat Aceh dari 1999-2006".

1.2. Rumusan dan Pembatasan Masalah
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Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah eregDinamika
Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Da&sabuah Kajian
Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Mesa@t Aceh dari 1999-
2006”. Untuk menfokuskan ruang lingkup penelitisghingga materi tidak
meluas dan penelitian dilakukan lebih terfokus,gliirmembuat sebuah rumusan
masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagéuit:

1. Mengapa terjadi pergantian status Pemerintahan Ae&m NKRI pada
tahun 1999-20067?

2. Bagaimana realisasi pelaksanaan status PemerintAbah terhadap
perkembangan masyarakat Aceh 1999-2006?

3. Bagaimana kondisi masyarakat Aceh ditinjau dareksgwsial, politik dan
keamanan setelah pergantian dan pelaksanaan Bwmtusrintahan Aceh
1999-20067?

1.3.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukedkaatas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan terjadi pergantian status Petaban Aceh dalam
NKRI pada tahun 1999-2006.

2. Bagaimana realisasi pelaksanaan status PemerintAbah terhadap

perkembangan masyarakat Aceh 1999-2006.
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3. Mengetahui pengaruh setelah pergantian dan pela&sanstatus
Pemerintahan Aceh terhadap perkembangan masy#ediatditinjau dari
aspek sosial, politik dan keamanan 1999-2006.

1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dinamika hubungan yang unik antara Hataban pusat dan
daerah.

2. Mengetahui kondisi sosial, politik dan keamanarasiemasyarakat Aceh
tahun 1999-2006.

3. Memberikan informasi yang komprehensif serta pemmma kepada
kalangan umum khususnya peminat sejarah mengejaaalsegperubahan
status Pemerintahan Aceh.

4. Mengetahui alasan status Pemerintahan Aceh seengaami pergantian
di dalam NKRI.

5. Memperkaya penulisan sejarah Indonesia khususijgeabkeAceh.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat dengan dua tujuartafer sebagai langkah
bagi penulis untuk menyusun bab-bab yang belunelesaikan, yaitu bab dua
dan seterusnya. Kedua, untuk mempermudah pembdam daenyimak dan
memahami keseluruhan bagian skripsi. Untuk meneapagambaran yang jelas
dari penelitian dan penulisan skripsi ini, Sistdkeatdari hasil penelitian akan

disusun kedalam lima bab yang terdiri dari:
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BAB | PENDAHULUAN
Bab ini akan membahas mengenai latar belakang atasal
yang didalamnya termuat mengenai alasan dan pegtng
penelitian mengenai Dinamika Hubungan Pemerintahan
Pusat dan Pemerintahan Daerah : “Sebuah Kajiaradiaph
Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat lAce
dari 1999-2006”. Pada bab ini juga membahas memgena
rumusan masalah yang disusun dalam bentuk kalimat
pertanyaan untuk memudahkan peneliti mengkaji dan
mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, metade d
teknik penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB Il TINJUAN PUSTAKA
Bab ini merupakan tinjauan kepustakaan dan kagaritis
dari berbagai referensi yang berhubungan dengaalaias
“‘Dinamika  Hubungan Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah : “Sebuah Kajian Terhadap kondi
Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh tia9o-
2006”. Untuk mengkaji dan memahami serta mengasalis
sejauh mana pembahasan yang diteliti dalam penulisa
skripsi ini serta pendekatan yang digunakan untekhat
dinamika hubungan Pemerintahan Pusat dan Aceh.

BAB Il METODOLOGI PENELITIAN
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Bab ini membahas langkah-langkah, metode dan teknik
penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam manca
sumber-sumber, cara pengolahan sumber, analisis dan
sistematika penulisannya. Semua prosedur dalanifjeeme
akan di bahas pada bab ini.

BAB IV DINAMIKA HUBUNGAN PEMERINTAHAN PUSAT
DAN PEMERINTAHAN ACEH DARI 1999-2006
Bab ini merupakan isi utama dari tulisan sebagaafan
atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalamsammu
masalah. Pada bab ini akan dijelaskan alasan status
Pemerintahan Aceh dalam NKRI telah Dberkali-kali
berganti. Kondisi sosial, politik dan keamanan raaslat
Aceh pada saat status Pemerintahan itu di diganthnaulai
penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istame
Aceh ke UU Pemerintahan Aceh disahkan. Realisasi
pelaksanaan status Pemerintahan  Aceh terhadap
perkembangan masyarakat Aceh. Pada bab ini juga aka
dibahas mengenai pengaruh pergantian dan pelaksanaa
status Pemerintahan Aceh terhadap perkembangan
masyarakat Aceh ditinjau dari aspek sosial, poldin

keamanan yang akan mencerminkan sebuah pasang surut
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hubungan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Aceh).

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Bab ini mengemukakan kesimpulan dan yang merupakan
jawaban dari masalah secara keseluruhan. Hasil aiemu
akhir ini. merupakan pandangan dan interpretasi lpene
tentang inti pembahasan. Rekomendasi ditujukanadaep
lembaga yang berkaitan antara lain PemerintahamtPus
DPR RI, DPRA, eks GAM, Pemerintahan Daerah,

Masyarakat Aceh dan Peneliti selanjutnya.
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